BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa data dan pembahasan yang telah diuraikan dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin No.
87/Pdt.P/2025/PA.Lbg ini terdapat Contra Legem karena ada satu syarat
pada PERMA Nomo 5 Tahun 2019 yang tidak terpenuhi, yaitu tidak ada
surat rekomendasi dari dokter/psikolog. namun hakim berpendapat
bahwa pada Pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019 itu terdapat kata-kata
dapat, dimana kata-kata dapat tersebut mengartikan tidak wajib. Karena
terdapat aturan yang kurang jelas maka hakim memiliki kewenangan
untuk melakukan contra legem, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum, demi terciptanya suatu keadilan dalam
masyarakat. Namun, walaupun frasa pada Perma mengandung makna
yang sifatnya pilihan, sepatutnya hakim tetap memilih dan tetap
menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang telah dijabarkan dalam
Perma tersebut. Dengan lebih menekankan harus adanya surat
rekomendasi, memperketat persyaratan pengajuan  permohonan
dispensasi kawin, dan menimbang sulit untuk mendapatkan surat
rekomendasi tersebut. Diharapkan jumlah perkara dispensasi kawin pada

Pengadilan Agama Lebong bisa menurun secara berkala.
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2.

Tinjauan Istihsan terhadap pertimbangan hakim pada penetapan No.
87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas contra legem pada perkara
dispensasi kawin, bahwa dispensasi kawin adalah pengecualian hukum
yang diberikan pengadilan kepada calon pengantin di bawah 19 tahun
berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tinjauan istihsan membenarkan
langkah ini  sebagai pengecualian hukum untuk menghindari
kemadharatan (kerugian/dosa) yang lebih besar akibat situasi mendesak,
serta mengutamakan kemaslahatan bagi anak dan keluarganya.
Pendekatan yang lebih ketat sesuai Pasal 2 Perma 05 Tahun 2019
(kepentingan terbaik anak) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di
mana tidak adanya rekomendasi berarti persyaratan "keadaan mendesak"
tidak terpenuhi, sehingga permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya
ditunda hingga kelengkapan terpenuhi. Terlebih pada perkara tersebut,
anak para pemohon dalam kondisi belum hamil. Maka menurut penulis
faktor urgensi atau situasi mendesak yang dijelaskan di atas tidak
terpenuhi. Dan seharusnya penetapan hakim pada perkara tersebut tidak
perlu dikabulkan.

Meskipun istihsan digunakan untuk kemaslahatan, dengan berpedoman
pada PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim didorong untuk lebih berhati-
hati. Pandangan hakim Kkini harus mulai bergeser tidak hanya

mengabulkan  berdasarkan  alasan ~ "mendesak"”, tetapi  juga
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mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental, apakah anak benar-benar

siap secara fisik, kesehatan, dan mental.

B. Saran

1.

Untuk kedepannya diharapkan permohonan perkara dispensasi kawin
yang diajukan pada Pengadilan Agama Lebong harus melampirkan surat
rekomendasi dari dinas-dinas terkait yang telah disebutkan dalam Perma
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Apabila
syarat ini belum terpenuhi maka permohonan tersebut tidak perlu
diterima.

Perlu adanya kesadaran orangtua dalam menjaga perilaku anak-anaknya
agar terhindar dari pergaulan bebas dan meningkatkan pengetahuan anak-
anak mengenai ajaran agama tentang bahayanya perbuatan zina dan
akibat yang akan ditimbulkannya. Supaya bisa menjadi pedoman hidup
dan menjaga akhlak anak-anak dalam kehidupannya. Serta, agar
perkawinan di bawah umur ini tidak menjadi-jadi, yang disebabkan
karena alasan melanggar norma serta terhindar dari perbuatan zina.

Dan untuk dinas-dinas terkait yang telah ditunjuk oleh Perma harus lebih
memberikan perhatian khusus kepada para pemohon, agar tidak
mempersulit proses administrasi berkaitan dengan surat rekomendasi

yang diperlukan untuk syarat pengajuan suatu perkara di Pengadilan.
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